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SALINAN 

BUPATI KAMPAR 
PRO VINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 55 TAHUN 

2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAMPAR, 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 

disempurnakan kembali karena terdapat beberapa 

ketentuan yang belum diatur didalamnya, sehingga 

perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

Menimbang 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 55 TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 

Nomor 55) diubah sebagai berikut: 

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 disisipkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 24 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 

(1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (5) huruf a terdiri dan: 

a. bencana alam; clan 

b. bencana sosial. 



(2) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan 

dan tanah longsor, kebakaran hutan/lahan dan 

angin puting beliung. 

(3) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia dan/atau karena wabah/epidemi, 

meliputi: 

a. konflik sosial antar kelompok atau antar 

komunitas masyarakat 

b. wabah penyakit; dan 

c. serangan hama 

(3.a) Kriteria bencana alam dan bencana social 

lainnya adalah: 

a. korban yang mengalami dampak buruk 

bersifat komunal (lebih dan 2 KK) 

b. dampak dari adanya bencana adalah 

ketidakmampuan korban untuk memenuhi 

kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa 

saat terjadi bencana hingga penanggulangan 

bencana diambil alih oleh Pemerintah supra 

desa dan/atau maksimal sampai dengan 

tujuh (7) hari setelah bencana terjadi. 

c. kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud 

diatas meliputi kebutuhan pangan, sandang, 

ait bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, 

penampungan dan tempat hunian 

sementara. 



(4) Kriteria yang dapat dibiayai untuk 

penanggulangan bencana alam dan bencana 

sosial adalah: 

a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan 

b. perbaikan sarana dan prasarana dalam skala 

kecil dan/atau bersifat sementara 

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 25 

(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b sebagai berikut: 

a. adanya kerusakan Sarana dan prasarana 

pelayanan dasar untuk masyarakat yang 

diakibatkan bukan karena bencana; dan 

b. adanya ancaman tidak terselesaikannya 

pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar untuk masyarakat yang 

diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih 

tinggi dan nilai yang ditetapkan 

(2) Kriteria Sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) point a meliputi: 

a. sarana dan prasarana kesehatan, meliputi 

Air bersih berskala desa, Posyandu dan 

mobil/kapal motor untuk ambulance desa; 

b. sarana dan prasarana pendidikan, meliputi 

PAUD desa dan balai pelatihan/kegiatan 

belajar masyarakat; 

c. sarana prasarana ekonomi masyarakat, 

meliputi Bendungan berskala kecil, Embung 

desa, Irigasi Desa; dan 

d. pemanfaatan bersifat komunal. 



3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 26 

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c 

sebagai berikut: 

a. sebuah keadaan buruk dan kemalangan 

Yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika 

tidak ditangani segera akan mengakibatkan: 

1. resiko kematian; 

2. resiko sakit berat dan/atau cacat 

permanen; dan 

3. resiok putus sekolah. 

b. bersifat individual. 

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami 

kedaruratan sebagai berikut: 

a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan 

tetap dan/atau sumber mata pencaharaian 

sendiri atau kehilangan mata pencaharian; 

b. tidak memiliki fasiltias MCK sendiri; dan 

c. tidak memiliki aset yang mudah dijual 

seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak 

dan barang modal lainnya. 

(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan masyarakat miskin 

Yang mengalami kedaruratari sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama 

dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan 

kepada Bupati melalui Camat. 

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 



Pasal 27 

(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan 

pada sub bidang penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang 

berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (5) adalah: 

a. untuk penanganan terhadap 

penanggulangan bencana, keadaan darurat 

dan mendesak yang apabila ditunda akan 

menimbulkan resiko kematian dan/atau 

sakit berat, atas perintah kepala desa, kaur 

keuangan dapat mengeluarkan uang dengan 

SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur 

sesuai bidang tugasnya; 

b. kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk 

pemenuhan penanganan keadaan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) 

dan diajukan kepada kepala desa melalui 

sekretaris desa; 

c. sekretris Desa melakukan verifikasi terhadap 

RAB yang diusulkan; 

d. kepala Desa melalui surat keputusan kepala 

desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan 

anggaran belanja tak terduga dengan 

verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris 

desa; 

e. untuk Penangarigan terhadap 

penanggulangan bencana, keadaan darurat 

dan mendesak desa yang tidak menimbulkan 

resiko kematian dan/atau sakit berat, proses 

pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan 

sebagaimana dimaksud pada huruf (b), 

huruf (c) dan huruf (d). 



f. pelaksanaan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat 

dan mendesak desa dipertanggungjawabkari 

melalui rapat kerja pemerintah desa yang 

melibatkan BPD dan dituangkan dalam 

benta acara paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah pelaksanaan. 

g. Kepala Desa melaporkan pengeluaran 

anggaran belanja talc terduga kepada Bupati 

paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan 

kepala desa ditetapkan 

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk 

menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang 

diinvestasikan dalam BUM Desa dan/atau 

BUMDesa Bersama untuk meningkatkan 

pendapatan Desa atau pelayanan kepada 

masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang 

dipisahkan yang dianggarkan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam APB Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan 

bangunan tidak dapat dijual 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau 

BUMDesa Bersama melalui proses analisis 

kelayakan penyertaaan modal. 



(5) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/ atau 

BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa 

tentang Penyertaan Modal BUM Desa. 

6. Ketentuan Pasal 42 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 

(5) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 42 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala 

Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

paling lambat tanggal 31 Desember tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan 

Peraturan tentang penjabaran APB Desa 

sebagai peraturan pelaksana daii Peraturan 

Desa tentang APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa 

tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa 

tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati 

paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah 

ditetapkan. 

(5) Apabila Peraturan Desa tentang APBDesa 

ditetapkan melewati waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan/atau 

ditetapkan pada tahun berjalan, maka 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 

ditunda pembayaran tunjangan sampai 

dengan ditetapkannya APBDesa. 

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga, 

berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 44 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan 

APB Desa apabila terjadi: 

a. penarnbahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran 

berjalan; 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih 

perhitungan pembiayaan tahun berjalan 

yang akan digunakan dalam tahun 

berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar bidang, antar sub bidang, 

antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 

dan 

d. keadaan yang menyebabkan SILPA 

tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, 

kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) antara lain: 

a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, 

dan/atau kerusuhan sosialyang berkepanjangan; 

b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau 

pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan; 

c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa 

berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK); 

d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami 

kenaikan atau penurunan lebih besar dart SOP (lima 

puluh persen). Persentasi SOP (lima puluh persen) adalah 

selisih fgap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam 

APBDesa dan 

e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa. 



(4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dan huruf b, diputuskan melalui 

Musyawarah Desa. 

(5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 

perubahan APB Desa dan tetap mempedomani 

RKP Desa. 

8. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat 

yakni ayat (5.a) sehingga Pasal 59 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 59 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 

dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa 

dilakukan setelah barang/jasa diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilampiri dengan: 

a pernyataan tanggung jawab belanja; dan, 

h bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa 

berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan permintaan 

pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas 

beban APB Desa yang tercantum dalam 

permintaan pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan 

dimaksud; dan 

d. menolak pengajuan permintaan 

pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 



(4) Kepala Desa menyetujui permintaan 

pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang 

dilakukan oleh sekretaris Desa. 

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran 

sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP 

setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala 

Desa. 

(6) Pencairan Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), Kaur Keuangan wajib 

menunjukkan dan/atau melampirkan SPP yang 

dimaksud pada pihak bank dan nilai pencairan 

sesuai dengan yang tertera pada SPP. 

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 73 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungj awaban realisasi APB Desa 

kepada Bupati melalui Camat setiap akhir 

tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan 

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disertai dengan: 

a laporan keuangan, terdiri atas 

1. laporan realisasi APB Desa; dan 

2. catatan atas laporan keuangan. 

Ii laporan realisasi kegiatan; dan 

c. daftar program sektoral, program 

daerah dan program larnnya yang 

masuk ke Desa. 



Sa1inan sesuai dengan aslinya 

IAN HUKUM 

' kHAIRUMAN, SH 
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CL 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kampar. 

Ditetapkan di Bangkinang 

pada tanggal 27 Maret 2023 

Pj. BUPATI KAMPAR, 

ttd 

KAMSOL 

Diundangkan di Bangkinang 

pada tanggal 27 Maret 2023 

Fj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 

ttd 

AZ WAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 7 


